R
0
i

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR $8 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang efektif dan efisien guna
meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan
publik, perlu dilakukan Penyederhanaan birokrasi;

b. bahwa berdasarkan Pasal 4 peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
menyatakan  bahwa  penyederhanaan  Birokrasi
dilakukan melalui tahapan Penyederhanaan Struktur
Organisasi, Penyetaraan jabatan dan Penyesuaian
Sistem Kerja;

c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah bahwa kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja
perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan

Bupati;



Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

L

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679), Tambahan UU Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5887),
Tambahan PP 72 Tahun 2019 tentang Perubahan PP
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 525);



Menetapkan

S. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546);

. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor
64);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1:
2

Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Dharmasraya.

Bupati adalah Bupati Dharmasraya.

Sekretaris Daerah adalah  Sekretaris Daerah
Kabupaten Dharmasraya.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas adalah Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Dharmasraya.



7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan
pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan
keterampilan tertentu.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut
UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis operasional penunjang
tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB I
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2
(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang.
(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

Pasal 3
(1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari:
a. Sekretariat terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
b. Bidang Bina Marga terdiri dari:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Preservasi Jalan dan Jembatan.
c. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi

Perencanaan Sumber Daya Air;



2. Kelompok Fungsional Sub-Substansi Pelaksanaan
Sumber Daya Air; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

d. Bidang Cipta Karya terdiri dari:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Perencanaan dan Pengendalian;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan;

3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Air
Minum dan Penyehatan Lingkungan dan
Permukiman.

e. Bidang Penataan Ruang dan Bina Konstruksi terdiri
dari:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang;dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina
Konstruksi.

f. UPTD:

(2) Susunan organisasi dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
huruf ¢, huruf d dan huruf ¢, masing-masing dipimpin
oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.




(6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1,
angka 2 dan angka 3, huruf ¢ angka 1, angka 2 dan
angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, dan
huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 dipimpin oleh sub
koordinator yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-

masing pengelompokan tugas dan fungsi.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4
(1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas

Pemojantuan yang diberikan kepada daerah di bidang

pekerjaan umum dan penataan ruang.

(2) Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan
fungsi:

a. perumusan kebijjakan di bidang pekerjaan umum
dan penataan ruang yang meliputi bina marga,
sumber daya air, cipta karya serta penataan ruang
dan bina konstruksi;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum
dan penataan ruang yang meliputi bina marga,
sumber daya air, cipta karya serta penataan ruang
dan bina konstruksi;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi
bina marga, sumber daya air, cipta karya serta
penataan ruang dan bina konstruksi;

d. pelaksanaan administrasi dinas; dan



€. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas

mempunyai uraian tugas:

a.

perumuskan, penetapan dan pelaksanaan visi dan
misi Dinas;

perumuskan dan menetapan Rencana Strategis dan
Rencana Kerja Dinas;

penetapan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala
bentuk pelaporan lainnya pada Dinas;

perumusan kebijakan teknis dj bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang yang meliputi
kebijakan bidang bina marga, sumber daya air,
cipta karya, serta pénataan ruang dan bing
konstruksi;

penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan
umum dibidang pekerjaan umum dan penataan
ruangyang meliputi bidang bina marga, sumber
daya air, cipta karya, serta pPenataan ruang dan
bina konstruksi;

dipelajari, dipahami dan dilaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan
lingkup tugasnya sebagai  pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

pengkoordinasian perencanaan, penyelenggaraan,
pengendalian  dan pengawasan tugas-tugas
Sekretariat dan Bidang;

pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada
Bupati;

pelaksanaan koordinasi dengan Sekretaris Daerah
dan instansi terkait lainnya sesuaj dengan lingkup
tugasnya;




pembagian tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi  hasil  kerja  bawahan  agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan

operasional, pengelola, pengkoordinasian, pengendalian,

pengevaluasian dan pelaporan urusan umum,

kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan

pelaporan.

(2) Untuk melaksanakan tugas Sekretariat
menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan operasional urusan umum,
kepegawaian, keuangan serta pengelolaan
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

b. pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan
umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

d. pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian,
keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

€. pengelolaan informasi publik terkait kebijakan
dinas; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat

mempunyai uraian tugas :



. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis
dan Rencana KerjaDinas;

. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
di Lingkungan Sekretariat;

. pengkoordinasian setiap bidang dalam penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk
laporan lainnya sebagai bahan penyusunan laporan
dinas;

. perumusan  program dan Kkegiatan lingkup
Sekretariat;

. penyclenggaraan  administrasi keuangan dan
pengelolaan barang milik daerahlingkup dinas
sesuail dengan ketentuan yang berlaku;
pengkoordinasian, penghimpun, penganalisa dan
pengevaluasi program dan pelaporan dari setiap
Bidang;

. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan
ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, penataan
organisasi dan tatalaksana pada dinas;

. penganalisa kebutuhan pegawai pada dinas;
pembagian jumlah seluruh pelaksana dinas untuk
ditempatkan pada setiap bidang sesuai dengan
kebutuhan dan keahlian;

penganalisa kebutuhan, memelihara,
mendayagunakan serta mendistribusikan sarana
dan prasarana dinas;

. pembagian tugas, pemberi petunjuk, penilai dan
pengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;

- penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas

dan/atau kegiatan kepada atasan; dan



n.

pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh atasan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan

kepegawaian di lingkungan Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a.

pengelolaan urusan administrasi umum yang
meliputi kehumasan dan dokumentasi,
perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana

serta aset dinas;

- penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis

kebutuhan, pengadaan, inventarisasi,
pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan
penghapusan perlengkapan/sarana kerja dinas;
oenylapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis
yang berkaitan dengan urusan kepegawaian dinas;
dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesual dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

a.

b.

penyusunan rencana kerja Sub Bagian sesuai
dengan Rencana Kerja Sekretariat;

penyusunan dan menyiapkan bahan dan data dalam
rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub

bagian umum dan kepegawaian;
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. penganalisa kebutuhan, pelaksanaan pengadaan,
pemeliharaan, pendayagunaan serta pendistribusian
sarana dan prasarana di lingkungan Dinas agar
efektif dan efisien;

. pengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk
dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata
Naskah Dinas yang berlaku;

. pelaksanaan tugas kehumasan dan protokoler
lingkup Dinas;

pelaksanaan administrasi barang milik daerah di
lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

. penganalisa kebutuhan personel untuk masing-
masing bidang dan melakukan pengurusan
administrasi kepegawaian personel lingkup Dinas;

. dipelajari, dipahami dan dilaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan
lingkup  tugasnya sebagai pedoman  dalam
pelaksanaan tugas;

pengevaluasi pelaksanaan tugas dan
penginventarisasian  permasalahan  di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;

. pembagian tugas, pemberi petunjuk, penilai dan
pengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku; dan

penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas

dan/atau kegiatan kepada atasan.

1.1



Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan

Pasal 7

(1) Suk Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan

mempurnyai tugas melaksanakan pengelolaan

administrasi keuangan, penyusunan program dan

pelaporan di lingkungan dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan,

Program dan Pelaporan fungsi :

a.

pengkoordinasian, penyusunan dan penyiapan
bahan dan data dalam rangka penatausahaan
administrasi keuangan, perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, evaluasi program dan
pelaporankegiatan lingkup Dinas;

penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis
yang berkaitan dengan urusan penatausahaan
administrasi keuangan dan pertanggungjwaban
keuangan, program dan pelaporankegiatan lingkup
Dinas;

pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi
perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban
dan pelaporan lingkup Dinas;

evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Keuangan,
Program dan Pelaporan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(3) Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan

mempunyai uraian tugas:

a.

penghimpun dan penyusun rencana Kkerja Sub
Bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretariat;

penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam
rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub

bagian keuangan, program dan pelaporan;
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. penyiapan bahan penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan
lainnya sesuai lingkup tugasnya;

. pemeriksaan kelengkapan Surat Permintaan
Pembayaran Langsung pengadaan barang dan jasa
yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan
diketahui/ disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan;

. penelitian kelengkapan Surat Permintaan
Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan
PembayaranGanti Uang, Surat Permintaan
PembayaranTambah Uang dan Surat Permintaan
PembayaranLangsung gaji dan tunjangan Pegawai
Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang diajukan oleh  bendahara
pengeluaran;

penyiapan Surat Perintah Membayar lingkup Dinas;
. penyelenggaraan pembuatan daftar gaji, tunjangan,
honor, uang lembur, biaya perjalanan dinas dan
kesejahteraan pegawai;

. pengkoordinasian dan melakukan monitoring
pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran
Dinas;

penyelenggaraan  verifikasi, pertanggungjawaban
keuangan, akuntansi dan pelaporan;

pelaksanaan  pembinaan terhadap bendahara
penerimaan dan  pengeluaran serta personil

pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
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. penghimpunan data dan bahan dari setiap bidang
untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya di
lingkungan Dinas;
penghimpun, pemaduserasikan dan penyusun
bahan program, kegiatan serta anggaran dari
masing-masing bidang;

. pengelola dan penyediaan data lingkup Dinas;

. penghimpun Rencana Kegiatan dan Anggaran dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran dari setiap bidang;

. penyiapan bahan serta memfasilitasi kegiatan

pengawasan oleh fungsional pengawas;

. dipelajari, dipahami dan dilaksanakan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan

lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

. pengevaluasi pelaksanaan tugas dan

menginventarisasi  permasalahan  di  lingkup

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada

1tasan;

. pembagian tugas, pemberi petunjuk, penilai dan

pengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan

tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

- penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas

dan/atau kegiatan kepada atasan;

- penghimpun, penyusun dan pelaksanaan survei

kepuasan masyarakat, standar pelayanan publik

dan standar operasional prosedur di Sub Bagian;

dan

. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14




(1)

(3)

Bagian Ketiga
Bidang Bina Marga

Pasal 8

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam melaksanakan peényusunan perencanaan,
pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan
preservasi  jalan  dan jembatan, pengamanan
pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan
umum, pengendalian mutu dan hasi] pelaksanaan
pekerjaan serta penyediaan dan pengujian bahan dan
peralatan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Bina Marga

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan
peréncanaan teknik jalan, konektivitas sistem
Jaringan jalan dengan sistem moda transportasi
bersama instansi terkait;

b. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan,
penerangan jalan umum, peralatan dan pengujian;

¢. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan
jembatan, dan penerangan jalan umum;

d. pelaksanaan evaluasj dan penetapan laik fungsi,
audit keselamatan Jalan dan jembatan serta leger
jalan; dan

€. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Bina

Marga mempunyai uraian tugas :

a. pengkoordinasian pPeényusunan Rencana Strategis
dan Rencana Kerja Bidang;

b. perumusan kebijakan teknis bidang bina marga

yang meliputi jalan dan jembatan;
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pengkoordinasian pemrograman dan perencanaan
teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan
dengan sistem moda transportasi bersama instansi
terkait;

pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan,
penerangan jalan umum, peralatan dan pengujian;
pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan
jembatan serta penerangan jalan umum;
pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi,
audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger
jalan;

penyusunan program Kerja bidang bina marga yang
meliputi jalan dan jembatan;

penyusunan  estimasi  biaya program dan
pelaksanaan bidang bina marga yang meliputi jalan
dan jembatan;

pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program bidang
bina marga yang meliputi jalan dan jembatan;
pelaksanaan pembinaan teknis dan pengawasan
pembangunan serta preservasi jalan dan jembatan;
pelaksanaan pengendalian pelaksanaan,
peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
terhadap pemeliharaan jalan dan jembatan;

. pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan peralatan
bidang bina marga yang meliputi jalan dan
jembatan;

pelaksanaan inventarisasi terhadap leger/data jalan
dan jembatan;

pengkoordinasian, penghimpun, penganalisa dan
pengevaluasi program dan pelaporan Bidang;
pembagian tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan

tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;
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